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PENETAPAN
Nomor 0065/Pdt. P/2016/PA Pal.

” ) ) »
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata
pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara pemohonan
Isbat Nikah yang diajukan oleh:
Keyu bin Raja Dewa, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
bertani, bertempat tinggal di Jalan Malonda, RT. 01/RW. 04,
Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, selanjutnya
disebut pemohon I.
Na’ah binti Tipagade, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Malonda,
RT.01/RW. 04, Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota
Palu, selanjutnya disebut pemohon II.
Pengadilan Agama tersebut,
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Pemohon | dengan pemohon Il dalam surat
pemohonannya tertanggal 19 Januari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Palu, Nomor 0065/Pdt. P/2016/PA Pal., tanggal 19 Januari

2016, telah mengemukakan dalil-dalil pemohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah melansungkan pernikahan pada
tanggal 7 Maret 1974 di JI. Malonda. RT. 01/RW. 04, Kelurahan Watusampu,
Kecamatan Ulujadi, Kota Palu secara agama Islam, dengan wali nikah ayah
kandung Pemohon Il bernama Tipagade bin Tela, dengan mahar berupa
Uang Rp 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dan yang menjadi munakih (yang
menikahkan) adalah Andi Bole, disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat

para pemohon antara lain yang bernama Abd. Hakku dan Rasyid.
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2. Bahwa, pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il tidak tercatat pada Kantor
Urusan Agama setempat.

3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon | berstatus perjaka, dan Pemohon I
berstatus perawan.

4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon | dan
Pemohon Il tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut.

5. Bahwa dari perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai enam
orang anak yang bernama :

- Yani, umur 39 tahun (lahir pada tanggal 05 September 1976);
- Yati, umur 29 tahun (lahir padatanggal 07 Mei 1986);

- Sita(am), umur....tahun;

- Ceni (am) umur....tahun;

- Noi, umur 28 tahun (lahir padatanggal 11 Januri 1987);

- ILo (alm), umur......tahun;

6. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan mahram
maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang
tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon | dan Pemohon Il
beragama Islam).

7. Bahwa para pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk
kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak.

8. Bahwa selama pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada orang
yang menggugat pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il tersebut.

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib Administrasi Kependudukan
sebagaimana yang dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang
No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para
pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada
Kantor Urusan Agama Palu Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan
untuk itu.

10.Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon memohon
agar Ketua Pengadilan Agama Palu berkenan memeriksa dan mengadili perkara

ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:
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Primer

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Keyu bin Raja Dewa) dengan
Pemohon Il (Na’'ah binti Tipagade) yang dilangsungkan pada tanggal 7 Maret
1974

3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini
kepada Kantor Urusan Agama Palu Barat untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu.

4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon penetapan yang

seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon telah
datang menghadap di persidangan dan telah menerangkan hal-hal yang
berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya, dan kemudian dibacakan surat
permohonan pemohon yang tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, para pemohon telah

mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat:
1. Surat Keterangan Penduduk Menetap atas nama Keyu, yang dikeluarkan
oleh Lurah Watusampu pada Tanggal 23 Februari 2016 (P1).
2. Surat Keterangan Penduduk Menetap atas nama Na'ah, yang
dikeluarkan oleh Lurah Watusampu pada Tanggal 23 Februari 2016 (P2).
3. Surat Keterangan Nomor 474.2/01.25/X11/2015, yang dikeluarkan oleh
Lurah Watusampu pada tanggal 31 Desember 2015 (P3).
B. Alat Bukti Saksi :
1. Arman bin A. Topalari, 57 tahun, agama islam, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal pemohon | bernama Keyu, dan pemohon II
bernama Na’ah.
- Bahwa pemohon | dengan pemohon Il adalah suami istri.
- Bahwa pemohon | dengan pemohon Il menikah pada tanggal 7 Maret
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1974, di Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu.

- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan pemohon | dengan
pemohon II, dan melihat langsung peroses pernikahan sampai
selesai.

- Bahwa pemohon | dengan pemohon Il dinikahkan oleh Imam
Lingkungan bernama Andi Bole.

- Bahwa wali nikah pada pernikahan pemohon | dengan pemohon
Il adalah ayah kandung pemohon Il bernama Tipagade bin Tela,
kemudian ayah kandung pemohon memberikan tauliah kepada
imam tersebut.

- Bahwa mas kawin dalam pernikahan pemohon | dengan pemohon II
adalah berupa uang sejumlah Rp 11.000,00 (sebelas ribu rupiah),
dibayar tunai.

- Bahwa yang menjadi Saksi Nikah dalam pernikahan pemohon |
dengan pemohon |l adalah dua orang islam laki-laki dewasa
bernama Abd. Hakku dan Rasyid.

- Bahwa pemohon | dengan pemohon Il sewaktu menikah berstatus
jejaka dan perawan.

- Bahwa antara pemohon | dan pemohon Il tidak ada hubungan
mahram atau saudara sepesusuan, dan tidak ada yang keberatan
atas pernikahan pemohon | dengan pemohon II.

- Bahwa pemohon | dengan pemohon Il telah dikaruniai enam orang
anak.

- Bahwa pemohon | dengan pemohon Il sejak menikah sampai
sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.

- Bahwa pernikahan pemohon | dengan pemohon Il tidak pernah
mempunyai  bukti nikah, sehingga pemohon mengajukan
permohonan Isbat Nikah, agar memiliki alas hukum untuk keperluan
tersebut selanjutnya untuk pengurusan Akta Kelahiran Anak.

2. Undi bin Muhammad, umur 53 tahun, agama islam, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon | bernama Keyu, dan pemohon I
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bernama Na’ah.

- Bahwa pemohon | dengan pemohon Il adalah suami istri.

- Bahwa pemohon | dengan pemohon Il menikah pada tanggal 7 Maret
1974, di Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu.

- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan pemohon | dengan
pemohon Il, dan melihat langsung peroses pernikahan sampai
selesai.

- Bahwa pemohon | dengan pemohon Il dinikahkan oleh Imam
Lingkungan bernama Andi Bole.

- Bahwa wali nikah pada pernikahan pemohon | dengan pemohon
Il adalah ayah kandung pemohon Il bernama Tipagade bin Tela,
kemudian ayah kandung pemohon memberikan tauliah kepada
imam tersebut.

- Bahwa mas kawin dalam pernikahan pemohon | dengan pemohon II
adalah berupa uang sejumlah Rp 11.000,00 (sebelas ribu rupiah),
dibayar tunai.

- Bahwa yang menjadi Saksi Nikah dalam pernikahan pemohon |
dengan pemohon |l adalah dua orang islam laki-laki dewasa
bernama Abd. Hakku dan Rasyid.

- Bahwa pemohon | dengan pemohon Il sewaktu menikah berstatus
jejaka dan perawan.

- Bahwa antara pemohon | dan pemohon Il tidak ada hubungan
mahram, tidak pernah sesusuan, dan tidak ada pihak yang
keberatan atas pernikahan pemohon | dengan pemohon Il.

- Bahwa pemohon | dengan pemohon Il telah dikaruniai enam orang
anak.

- Bahwa pemohon | dengan pemohon Il sejak menikah sampai
sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.

- Bahwa pernikahan pemohon | dengan pemohon Il tidak pernah
mempunyai  bukti nikah, sehingga pemohon mengajukan
permohonan Isbat Nikah, agar memiliki alas hukum untuk keperluan

tersebut serta untuk pengurusan Akta Kelahiran Anak.
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Bahwa para pemohon telah mengajukan kesimpulan bahwa tetap pada
maksud dan tujuan permohonannya, dan memohon penetapan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ikhwal
sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, yang telah dianggap
termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon
adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa para pemohon telah hadir di persidangan dan setelah
dibacakan surat permohonan tersebut, para pemohon menyatakan tetap pada
maksud dan isi surat pemohonannya.

Menimbang, bahwa pokok alasan para pemohon mengajukan
permohonan Isbat Nikah adalah bahwa pemohon | dengan pemohon Il adalah
suami istri, menikah sesuai dengan Syariat Islam, pada tanggal 7 Maret 1974 di
Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, namun tidak terdaftar
pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga sampai sekarang
pernikahan para pemohon tidak memiliki alas hukum atau tidak dapat dibuktikan
dengan Akta Nikah, sedangkan pemohon sangat membutuhkan sebagai alas
hukum untuk pengurusan Akta Kelahiran Anak.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah
pernikahan pemohon | dengan pemohon Il yang terjadi pada tanggal 7 Maret
1974 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum
Islam/peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat diisbatkan
dalam rangka pengurusan hak-hak para pemohon pada Kantor Urusan Agama,
dan pada Kantor Dinas KePenduduk Menetapan dan Catatan Sipil.

Menimbang, bahwa meskipun pemohon | dengan pemohon Il telah
mengakui dan mendalilkan sebagai suami istri, namun pengakuan tersebut tidak
dapat dikualifikasi sebagai alat bukti pengakuan sebagaimana dimaksud Pasal
282 R.Bg. yang bernilai sempurna, mengikat, dan menentukan, karena pokok
perkara ini mengenai keabsahan suatu hubungan hukum, dalam hal ini
hubungan pernikahan pemohon | dengan pemohon |, yang pembuktiannya

hanya dapat dilakukan dengan alat bukti langsung (bukti surat dan/atau
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saksi-saksi).

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam
Tahun 1991, telah menegaskan bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan
dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, namun demikian,
terhadap suatu pernikahan yang tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan
dengan Akta Nikah, maka oleh ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e)
dimungkinkan untuk disahkan, karenanya pembuktian terhadap pernikahan
demikian itu dapat dilakukan dengan alat bukti langsung lainnya, yaitu dengan
saksi-saksi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, maka
para pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: Surat Keterangan
Penduduk Menetap atas nama Keyu (P1), Surat Keterangan Penduduk Menetap
atas nama Na'ah (P2), dan Surat Keterangan Nomor 474.2/01.25/XI11/2015,
Tanggal 31 Desember 2015, dari Lurah Watusampu (P3).

Menimbang, bahwa oleh karena Alat Bukti Surat (P1), (P2) dan (P3)
tersebut adalah merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,
sehingga dapat dikwalifikasi sebagai akta autentik, maka segala apa yang
diterangkan di dalamnya adalah benar, dan bukti-bukti surat yang berupa
fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup,
maka dapat dinilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal
dan syarat materil, karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa bukti (P1) dan (P2), didalamnya menerangkan bahwa
para pemohon adalah berdomisili di Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi,
Kota Palu, karenanya bukti (P1) dan (P2) tersebut dianggap mendukung dalil
permohonan para pemohon sepanjang mengenai alamat para pemohon tersebut
dalam permohonannya.

Menimbang, bahwa bukti (P3) di dalamnya menerangkan bahwa pemohon
| dengan pemohon Il adalah suami istri, menikah di Kelurahan Watusampu,
Kecamatan Ulujadi, dan belum pernah menikah dengan orang lain, karena itu
bukti (P3) tersebut mendukung dalil permohonan para pemohon, sehingga patut
dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa para pemohon pula telah mengajukan dua orang
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saksi yang di persidangan telah disumpah, maka syarat sebagai saksi pula

telah terpenuhi secara formal, karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut telah
bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi mengetahui pemohon | dengan pemohon Il adalah suami istri
yang telah dikaruniai enam orang anak, menikah pada tanggal 7 Maret 1974,
di Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu. Dua orang saksi
tersebut mengetahui karena hadir pada acara pernikahan para
pemohon tersebut serta melihat langsung proses pernikahan sampai
selesai, pemohon | dengan pemohon Il dinikahkan oleh Imam Lingkungan
bernama Andi Bole, wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon Il
bernama Tipagade bin Tela, kemudian ayah kandung pemohon I
memberikan tauliah kepada imam Lingkungan tersebut, saksi nikahnya
adalah dua orang muslim dewasa, dengan mas kawin berupa uang
sejumlah Rp 11.000,00 (sebelas ribu rupiah), dibayar tunai.

- Bahwa dua orang saksi pula mengetahui bahwa sewaktu menikah, pemohon
I dan pemohon Il berstatus jejaka dan perawan, dan tidak sebagai mahram
dan tidak pernah sesusuan, dan atas pernikahan tersebut tidak ada pihak
yang merasa keberatan.

- Bahwa dua orang saksi pula mengetahui pernikahan pemohon | dengan
pemohon Il tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat
tinggalnya, sehingga pemohon mengajukan pemohonan Isbat Nikah, karena
tidak pernah memiliki buku nikah, sementara para pemohon sangat

membutuhkan untuk dipergunakan dalam pengurusan Akta Kelahiran Anak.

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi
tersebut dianggap telah mendukung seluruh dalil permohonan para pemohon,
selaunjtnya dapat dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para pemohon
dan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, telah
ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon | dengan pemohon Il adalah suami istri, yang menikah
pada tanggal 7 Maret 1974, di Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi,
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Kota Palu.

- Bahwa wali nikah pada pernikahan pemohon | dengan pemohon Il adalah
ayah kandung pemohon Il bemama Tipagade bin Tela, dinikahkan oleh Imam
Lingkungan bernama Andi Bole, Saksi Nikah bemama Abd. Hakku dan
Rasyid, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 11.000,00 (sebelas ribu
rupiah), dibayar tunai.

- Bahwa setelah menikah pemohon | dengan pemohon I, telah hidup rukun
dan dikaruniai enam orang anak, dan tidak pernah bercerai sampai
sekarang.

- Bahwa pemohon | dengan pemohon Il sewaktu menikah berstatus jejaka
dan perawan.

- Bahwa antara pemohon | dan pemohon Il tidak terdapat larangan/halangan
menurut hukum/Syariat Islam untuk melangsungkan pernikahan, baik karena
hubungan semenda atau sesusuan, dan atas pernikahan tersebut tidak
pemah ada keberatan dari pihak ketiga.

- Bahwa pernikahan pemohon | dengan pemohon Il tidak terdaftar pada
Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal para pemohon.

- Bahwa para pemohon mengajukan pemohonan Isbat Nikah karena tidak
memiliki buku Nikah, sementara Buku Nikah sebagai alas hukum bagi para
pemohon sangat dibutuhkan untuk pengurusan Akta Kelahiran Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka
pernikahan pemohon | dengan pemohon Il dipandang telah memenuhi rukun dan
syarat pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14, Pasal 20, 24, 28 dan
pasal 30 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan pernikahan tersebut tidak
melanggar ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam
Tahun 1991 mengenai larangan pernikahan.

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan pemohonan pengesahan
nikah (isbat nikah) karena tidak memiliki Buku Nikah sebagai alas hukum dalam
rangka pengurusan Akta Kelahiran Anak, dengan demikian permohonan para
pemohon telah nyata diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan

hukum, dan karena pernikahan pemohon | dengan pemohon Il juga telah
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memenuhi  rukun dan syarat pernikahan, serta tidak melanggar
larangan/halangan pernikahan, maka cukup alasan bagi hakim untuk
mengabulkan petitum angka 2 dalam surat pemohonan pemohon dengan
menyatakan keabsahan pernikahan pemohon | dengan pemohon Il.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
muka, maka Hakim Pengadilan Agama berkesimpulan bahwa permohonan para
pemohon cukup beralasan, oleh karenanya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena para pemohon bermaksud untuk
mendapatkan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama, maka para pemohon harus
diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal para pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Memperhatikan, ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan segala

peraturan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.
MENETAPKAN

1. Mengbulkan permohonan pemohon | dan pemohon II.

2. Menyatakan sah pernikahan pemohon | (Keyu bin Raja Dewa) dengan
pemohon Il (Na’ah binti Tipagade), yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret
1974 di Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu.

3. Memerintahkan pemohon | dan pemohon |l untuk mencatatkan
pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan, yang mewilayahi tempat tinggal pemohon | dan pemohon II.

4. Membebankan pemohon | dan pemohon Il untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal
Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 M.,
bertepatan tanggal 14 Jumadilawal 1437 H., pada hari itu juga diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Muh. Arsyad, didampingi oleh Hj.
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Agustina Petta Nasse, S.H., M.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri
oleh pemohon | dan pemohon II.

Hakim,

ttd
Drs. Muh. Arsyad

Panitera Pengganti

ttd
Hj. Agustina, Petta Nasse, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:
1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00,

2. Biaya ATK Rp 50.000,00,
3. Biaya Panggilan Rp 150.000,00,
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,00,
5. Biaya Meterai Rp  6.000,00,

Jumlah Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Takalar

Drs. H. Sudirman
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